
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1959 lentang Pembentukan Drterah
Tingkat I Sumatara Selatan (Lembaran Nagara RI Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1814) :

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenlang Penyelenggaraan Negara
yang 8ersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan temoaran Negara RI Nomor
3651) :

:~. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 .tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negam RI Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Nogera
RI Nomor 4286);

4. Undang·-tJndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lemba:an Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nagara RI
Nomor 4355):

0. Undang-·Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Nagara (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negata RI Nomor 4400);

Mengingal

"I' Me,"mbang : 3. ballwa besaren slander biaya perjalanan dinas jabalan bagi Gubemur, Wakll
Gubernur, Pimpin8nl Anggota OPRD dan Pegawai Nageri Sipll di Iingkungan
PelTIorinlah Provinsi Sumatara Selatan yang bertaku saat Ini sudah tklok
sesuai lagi dengan kondlsl besarnya biaya angkutan, sawa hotel dan knndisl

. perekonomian .saat ini:
_ b., Herdasarkan' pertimbangan sebagaimana dlmaksud pads huruf a di etas

dipandang poliu rnenelapkan Peraluran Gubernur tenlang Standar Bloyo
Perjalanan Dinas Jabatan bagl Gubernur, Wakil Gubernur, Plmpinan I

Anggola OPRD dan pegawai Negeri Sipil di IIngkungan Pemerintah Provlnsi
Surnatera Sellllan:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GlJBERNUR SUMATERA SELATAN,

TENTANG

5 rANOAR BIAYA PERJALANAN UlNAS JABATAN BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR,
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

01L1NGI<UNGANPEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATlmAN GUBERNUH SUMATERA SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 20tO

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Datam Peraturan Gubernur inl, yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsl Sumatera Selatan,
2, Gubernur adalah Gubernur SlIrnatef3 Selatan
3. Wakil Gubemur adalah Wakil Gubemur Sumalera Selalan
4 Pimpinan/ Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRO Provinsl Sumatera Selatan
!>, Pegawai Nngeri Sipll udalah Peoawai Nageri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang­

Undang Nomor 8 TAhun 1974 tentang Pokok - pokok Kepagawaian, sebagalmana telah
diubah dengan Undan!)·Undang Nomor 43 Tahun 1999.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUf{ TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
JABATAN BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN I ANGGOTA
DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 LlNGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

6, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Neuora
RI Nomor 4437) sebagairnana lelah diubah lerakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan lambaran Negrua RI Nomor 4438;

7, UndHng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lenlllOg Parirnbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarao Negara RI Nornor 4438);

8, Peraturan Pernllrin\ah Nomor 56 Tahun 2005 tenlang Pengelolaan Keuanllill1
Oaerah (Lembamn Negara RI Tahun 2005 Nomo( 140, Tambahsn Lembaran
Negara RI Nomor 4578);

g, Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2065 tentang Pedo~a(l
Perjalanan Dinas luar Negeri bagi PejabaVPegawal dl L1ngkungon
Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Oaerah dan Plmpinan serta Anggota
Dewan Perwakililn Rakyat Daerah:

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri N~mor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelotaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menleri Oalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

v
-2-



.,.
(1) Penerbitan SPPD diatur sebauai berikut:

a. SPPD dan Surat Tugas bagi Gubernur dan Wakil Gubemur ditandatangani oleh GUbemur
dan Wakil Gubernur.

b SPPD bagi Pimt)inan dan Anggota DPRD ditandatangani oletl Sekrelaris DPRD.
sedangkan Sural Tugas ditandatangani oteh Ketua DPRD.

c. SPPD bagi Sllkretaris Daerah. Asisten Sekrelaris' Daerah. Inspektur (untuk penuqasan
yang tidak bersamaan <langan lim audit Inspektoral). Kepala Dinas. KepaJa Badan.
Sekrelaris DPRD, Star Ahli/Khusus, Kepala Biro (kocuali Kapala Biro Penghubung) dan
Kepala Kantor, dilandatangani oleh Sokrelaris Daerah, sadangkan Surat Tugas
ditandatanganl oleh GubernurM'akii Gubemur.

Pasal3

Gubemur, Wakil Gubernur, PhnpinanlAnggota DPRD dan Pegawai Negeri SipiJ yang akan
melaksanakan perialanan dinas harus tertebih dahulu mendapatkan pcrselujuan/pertnlah
atasannya,

Pasal2

15. Delaserlng adolal:i penuqasan aementars waklu.
'. .

•

6. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabal yang diben wewenang oleh.'
Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemenntah Provinsi Sumalera Selatan.

7. Perjalanan dinas jabalan da/am negeri ada/ah perjalanan ke lu~r tempat kGdudukan btik
perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang kurangnya 5' (lima) kilometer
dari batas kola. yang qilakukan oatam wilayah Republik Indonesia untuk kepenlingan Negara
atas perintah Pejabat yang berwenang. termasuk perjalanan dari tempat kedudukan !Ie tempat
meninggalkan Indonesia untuk berto/ak ke luar negeri dan dari lempat Ubadi Indonesia dan
l.uar Nageri ke ternpat yang diluju di dalarn negori.

8. Perjalanan dinas jabatan luar negen adalah pe~alanan ke luar tempat kedudukan baik
p,l(seorangan rnaupun secara bersama untuk kepenlingan Negara alas perinlah Pejabat yang
Berwenang yang dilakukan dari wilayah R~publik Indonesia untuk bertolak ke Luar Negerl dan
uba di Indonesia dari luar negen.

9 Lurnpsurnadalah uang yang tllbayarkan sekaligus.
10 Sural Perintah Porialanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada

Gubemur, Wakil Gubemur. Pimpinan/Anggola DPRD dan Pegawai Nagerl Sipll unluk,
. 'I\' rnelakuanakan parjalanan dinlls. '.

11. WlIaya.hJabalan adaJahwilayah kerja dalam manjalankan lugas.
12. Ternpat Keuudukan adalah telhpaVkota kanlor/satuan/unit kerja berada:
1:1. Iempat Bertolak adalah lempaVkola melanjulkan pe~alanan dinas ke tempat tUJuan.
14 Tempatlujuan adalah tempatlko(.ayang menjadi tujuan pefjalanan dinas.
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(1) Pe~ali1nandinas jabatan merupakan PG~alanandinas dari lempat kedudukan ka tempat yang
dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

(2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula
perjalanan yang dilakukan dalam hal:
a. detasering di luar lempat kedudukan;

BAB II
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN

PasalS

(1/ Pegawai Negeri Sipil yang pindah karena kepentingan dinas sssual dengan peraturan
. ,,' perundang·undangan yang berlaku dan bukan atas permintaan send,iri d1berikan blaya

pe~alanan dlnas pindall secara lumpsum.
{2) Pilgawal Nagerl Sipil yanlJ akan pindah ke tempat asal atau ke tempat dimana yang

oorsangkutan akan menetap setelah diberhenlikan dengan hormat sei)agai Pegawal Nagerl
Sipil dengan mundapat trak pensiun, dapat diberikan biaya perialanan dinas pfndah secsre
lumpsum.

Pasal4

~/
d. SPPD dan Surat Tugas Kepala Biro Penghubung ke dalam/ka luar tampal kadud~kan

dltandatanqani olah Kepala Biro Penghubung setelah mendapatkan perse.tu!uanSel<retaris
Dasrah;

e. SPPD bagi Eselon III, IV, dan Slat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan dilandalangani oleh Kepala Biro yang bersangkutan, sadangkan Surat Tugas
ditandatangani :
(a) Unluk perialenan dinas yang dibiayai rnelalui OPA masing·maslng biro ditandatangani

olah Asisten rang mernbidangi; . ,
(b) Sedangkan untuk biaya perialanan dinas yang dibebankan kepada biro umum dan

hurnas ditandatangani oleh Asisten IV;
r. SPPD dan Sural Tuqas bagi Eselon III. IV dan Stat di lingkungan Biro Penghubung

ditandatangani oleh Kepala Biro Penghubung;
g. SPPD dan Sural Tugas untuk Esslonln, IV dan Staf.pads Dinas, Badan, Inspektorat dan

Sekretariat OPRD ditandalanganl olah Kepala OlnasiBadanJlnspektur dan' Sekrelarls
OPRO.

h. SPPD dan Surat Tugas unluk Eselon IV dan Stal pada Kantor dltandatanganl olah Kapala
Kantor.

I. SPPD untuk Inspeklur dulam sualu penugasan bersamaan dengan tim Inspektorat
ditandatangani olah InspElktur, sedangkan Sural Tugas ditandatangani ..~Ieh· Sekrelaris
Duerah.

(2) Sebelum melaksanakan Perjalanan Dlnas, terlebih dahulu harus ditetapk'lnldisahkan taksasi
biaya peqalansn- dlnas oleh l~ep~la Biro KauanganiPeJabat yang diberlkan w~wer,ang dl
lillgkuogan Sekrelarial Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sedang~an bagi DinasIBadani
S,)krettlrlal DPRl)Jlnspaklol'atiKanlor ditetapkan olah Kepala Olnas/BadanlSekrataris DPRDI
InspekturlKanlor yang.llersangkulan.

, "ti
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(I) Braya paDalanandlnas labetan sebagalmana dimaksud dalam Pasal5 ayat (1). terdlri atas ;
a. usn\) harian ylmg meliputi biaya penginapan dan uang makan, uang saku sena transport

lokal;
b biaya transpolt pe"awai;

(t) Blaya perjalanan dinas r.ebag~iroa!la dimaksud pada ayat (1) diberikan oordasarkan llngkal
P'lrjal~Jlanyang'dlgoloflgkan dalam 5 (lima) tlngkat, yaltu :
a Tingkal A unluk Gubernur dan Wakil Gubernur;
b Tingkal B untuk PeJabatEsslon I dan Plmpinan DPRD;
I: Tingkal C untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
d Tingkat 0 untuk Pejabat Esaion III1GoIIV;
e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/GollIl;
I. Tingkal F unluk PNS Gol.Il dan Gol. I.

(3) Blaya perjalanan dinas sebaqaimana dimaksud dalam ayal (1) diberikan dengan pengaluran
sebagai berikut ;
a. liang harlan dan uang representasl, sebagaimana lercantum pada Lamplran I;
b. lasilitas !rqnsport,.sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
c. biaya transport, sebagaimana tercanlum pada Lampiran III;

(4) Unluk penugasan dalam kola dapat diberikan uang pe~alanan dinas berupa uang transport
dalam kota dengan pengaturan sebagai berikut :
a. penuqasan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 6 (onam) jam;
b. besaran transport dalam kola sebagaimana tercanlum pada Lampiran IV.

(5) Transport dalam kota unluk Pimpinan dan Anggola DPRD diselarakan dengan Pegawai Negerl
Sipil Golongan IV.

Pasal6

Penguji Kesehatan Pagawlli Nageri;
e. harus memporoleh pengobatan di luar tumpat kedudukan berdasarkan sura! keterangan

dokler karena mendapat cidera pada waktu/karena melakukan tugas;
f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kadudukan;
IJ. menJempuVmengantarkanke tempat.pemakaman Jenazah pejabat negara/pegawai negen

yang menin9~al dunladaam melakukan pe~alanan dinas;

b. ditugaskan umuk menempuh ujian dinas/ujiar! jabatan yang diadakan di luar tempat
kedudukan:

c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehalan Pegawai Negen alau menghadap
seorsng dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada dl luar tempat kedudukan.

, unluk mendapaU<ansural keterangan dokter tentang kesehalannya guna kepentingan
jabatan;

d untuk mendapatkan penqohatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Kepulusiln Majelis
, '.
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Biaya perjalanan dinas pindall sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasan<an
tingkat parJslanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan pen9~turan sebagal
benkul:
a. uang harian dillitung unluk seluruh an990la keluarga yang terdin dari suamursteri dan anak

yang belum menikah yang dibuk!ikan dangan KP-4 dengan besaran sebagaimana disebutXan
dalam Pasel 6 ayat (3) huruf a;

b. biaya IranspOrt diberikan hanya untuk salu kall perjalanan dari tempat kedudukan ke tempa!
tuges yang baru atau ke tempa! dimana yang bersangkutan akan menetap setelolr
diberheotikan dengan horma! sebagai Pegawai Negeri Sipil. yang bosarannya sebagalmana
dlatur dalam Pasal 6 ayal (3) huruf c:

c blaya pengiriman barang dihilung berdasarkan tsrif angkutan daral atau angkutan Iau! yang
berlaku pada saat perplndahsn dikalikan dengan lonase maksimum yang diperkenankan
sebagaimana tercantum dalarn Lampiran V;

d. pemberian biaya perjalanan. dinas pindafl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aya! (1)
harus dibuktikan dengan Sural Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan Sural Kapulusan
Pemberhanlian Pembayaran (SKPP) GaJi;

Pasal7

(6) Siaya perjalanan dlnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diatur Sebagai
benkut :
a. pendidikan yang clapa! dilkuti adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembagal

Instansi Pemerinta:1dengal\ menerbitl<ansertifikal sesuai dangan kewenangannya.
b. datam hal biaya akomodasi dan biaya makan salama mengikuti pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam aya! (6) huruf a disediakan ole~ penyelenggata pendidikan, maka
perhitungan biaya perjaianan dinas adalah sebagai berikut :
1) uang harlan secara penuh hanya dibenkan unluk dua han yaitu saw hari unluk

keberangkatan dan satu han pada saat kembali ke tempat kedudukan;
2) salama mengikuU pendidlkan dapat diberikan uang saku yang beseran per harinya

selara dengan uang harian transport dalam kota sebagaimana lercantum dallm
J

LampiJan IV;
3) dalam hal pcndidikan dilaksanakan kurang dari 7 (tujuh) hari, maka sel.arnamenglkutl

pendidikan tidak diberikan uang saku;
.j} dalam hal pendidikan dilaksanakan lebih dan 7 (tujuh) hari, maka dlbet1kanuailg soku

rnakslmal untuk 7 (tujuh) hari.
(7) Untuk pe~alanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, selaln

diberikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayal (1), juga dibetikan bJaya pemetian dan
biaya angkutan jenazah, dengan pengaturan sebagai berikul :
a. biaya pemetian adaJahbiaYll-yang dlbutuhkan untuk psmbuatan peti jenazah dan bukan

" .
m~rupakan uang duka yang nilainya maksimal sebesar Rp 4.500.000,00

b. biaya angkutan jenazah cliberikan sesuai dengan tari! yang bet1aku unluk alai angkutan
pada saat pengangkutan jenazah.

-6-
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(1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran Dinas"n~~ektoraU8adanl
Sekretariat DPRDlBirolKantor dimana yang melaksanakan perjalanan dinas jaba~n sedang
bertug8s.

(2) Pejabat yang berwenang memberi perintah pe~alanan dinas hams memperhatikan
ketersediaan dana yan!1dlperlukan untuk melaksanakan perjalanan dlnas,

Pasal10

setiap tahun anggaTan,

(1) Pe~alanan dinas jabatan ke luar negeri dilaksanakan dalam rangka :
a. pendldikan dan pelatihan;
b. studi banding;'.,

c " c. serninar/lokakaryaikonferensi etau sejenisnya;
d, promosi polensi daerah;
e. ke~a sama daerah dengan pihak luar;
I. kunJungan persahabatanlkebudayaan,

(2) Sebelum melaksanakan perjaJpnan dinas jabatan ke luar negen ter1eblh dahulu
memb~ritahl!.kanJ<epadapejabat sebagal berikut :
a. dalam hal yang melakukan perialanan dinas [abatan adalah. Gubemur dan alau Wakil

Gubemur, malta pembel'itahuan disampaikan kepada Preslden melalul Menter! Dalam
Nager!;

c. dslsm hat yong melakukan pe~alanan dlnas jabatan adalah pejabat struktural dan Slat,
maka tertebih dahulu mendapatkan persetujuan dan GulJemur yang selanjutnya akan
memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri;

c. dalam hal yang melakukan perjalanan dinas jabatan adaJahPimpinan dan Anggola DPRD,
maka pemberitahuan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur,

(3) Perhitungan biaya paqalanan dinas jabatan ke luar negeri didasarkan pada tanf sebagaimana
ditetapkCln dolam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum yang diterbitkan

Pasal9~

PerJaliln8n dina~ jab.alan ke luar negan dilaksanakan untuk, kepenlingan yang sanga! linggi dan
prioritas yang berkaitan dengan penyelonggaraan pemerintahao daerah dan tidak terdapet tugae dl
datam neseri yang mendesak.

PasalS

e. biaya pe~alanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) hanya dapat
dihmikan apabila tempal menetap setelah memasukl masa puma bakli/pensiu~ bukan dl Kola
Palembang yang dibuklikan dang an Sural Kepulusan Pemberhentian dongan hormat ~eb8gaJ

PIIS dengan hak pensiun;

-7-
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(\) Solain Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggola OPRO dan Pegawal Neger! Sipil dapal
melakukan pe~alanan dinas alas perintah Gubornur, dan biaya pe~alanan dlnaanya
dlgolongkan dalam tirlgkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menurul tingkal
IJIlndidikanlkep.alufanllugas Yijng bersangkulan;

Pasa! 15

dibelikan uanq hanan.

Oalarn hal pe~alanan dinas [abatan menggunakan kapal lauVsungai untul( waklu sekurang­
kurangnya 24 jam (dua puluh empal) jam, maka selama waktu transpcrtasl tersebut
t.tJpCldaGubemur, Wakil Gubemur, PimplnanlAnggota DPRD dan Pegawai Nager! Slpll hanya

" ,

Paul 14

\ , f Uang harian pe~alanan dinas [abatan diberikan :
a. manurut banyak hari yang digunakan untuk metaksanakan pe~alanan dlnas:
1>, selama-Iamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang borsangkulan Jaluh saklVberobat dalam

hal P9gawai yang sedang melakukan perjalanan dinas Jatuh sakI!;
c. setama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawal melakukan tugas defasering;
d, selama-lamanya 7 (Iujuh) hari setslah diterima kepulusan IElntang perubahan detasering

menjadi pindah tugas;
A. selema-larnanya 3 (Uga). hari di tempat penjempufan jenazah dan selama-Iamanya

3 (tiga) -hair dl tempat pamakaman ienazah datam hal jonazah tcrsebut tldak dimakamkan
di lempal kedudukan almarhum/alrnarhurnah yang bersangkutan untuk Pejab~t
Negaralpegawai yang meninggal saat rnelaksanakan parjalanan dinas;

(2) Dalam hal perjalamm dinas [abatan dilakl.ikan secara bersama - sama untuk ,melaksanakan
suaiu kegiatan teneruu Gubernur, Wakil Gubarnur, Pimplnan/Anggola DPRD dan Pegawai
l~egeri Sipil dapal menginap pada hoteVpenginapan yang sama sesuai dengan kelas kamar
panginapan/holel yang telah ditetapkan.

Passl 13

Uang harian dan blaya transport dalam rangka pe~alanan dinas Jabatan dan psnatanan dinas
plndah selJagaimana rlimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (6) serta Pasal 7 dibayarkan secara
lurnpslIm dan merupakan batas lertinggi.

Pasal12

Gubemur, Wakil Gubemur, PimpinanlAnggofa OPRO dan Pegawai Negeri SipiJ dilarang menerlma
biaya pe~alanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau leblh) unluk-parjalanan dinas yang dilakukan
dalam waktu yang sama,

Pasal11

-8-
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(I) 8esarnya jumlah biaya perialanan dinas dituangkan dalam rincian biaya pe~alanan dlnas
s~bag!lifTIana tercantum pada' Lampiran VII Peraturan Gubemur in!.

(2) Ponyuwnan rindan pe~3lanan dlnas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
rnempedomanl ketentuan sebagaimana dimaksud dalsm PasalS.

Pasal19

menurut contoh sebagairnana lercantum pada Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
(2) Oalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka pernbiayaan perjalanan dlnas dapat dibebankan pada
saiuan ke~a alasan lal1gsung peJabat yang berwenang tersebut.

(3) Pslabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkal 90lon9an
pOljalanan olnas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang
bersangkulan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dlnas lersebul

(1) Pe~alanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang dilerbilkan oleh pejabat 'yang berwenang. .

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Posal18

,_

(1) Dalam hal jumlah harl parjalanan dinas jabatan melebi)1i juml(lh hari yang dllelapkan dalQrTI
SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian sepanjang

,<i K(!labihan tarsebut bukan dlsebnokan kasalahan/kelalaian Gubernur, Wakll c3ubernur,
P,rnpinanlAnggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil bersang~utan,

(2) Tambehan uang harlan sebagoimana dimaksud pada ayat (1) tldak d<lpat dlpertimbangkan
wltUK hal- hal sebagairnana dlmakslJd dalam Pasal13 ayat (1) hurul b, c, J dan e.

Paaal17

( Ji Blaya perjalanan dinas dibayal'kan sebelum perjaJanan dinas jabalan dilaksanakan,
(2) Oalam hal peqalanan dhas jailatan harus segera dilaksanakan sementara biaya pe~alanan

oinas belurn dapat dlbayarkan, maka blaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah
pcrjalanan dinas selesai dilaksanakan,

Pasul16

(2) P.agawai Nellen Sipil Golongan I dapat melakukan pe~alanan dinas sesuai 'dengan tingkat
pendidlkan/tugas yang bersan(Ikutan hanya untuk hal yang berslfat mendesak/khusus untuk
l<epentingan Pemerintah Provinsi dan tidak terdapat tenaga teknls ' 'alnnya yallg dapat
dilugaskan di tempat bersangkutan. "

·9·
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Oinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Dengan berlakunya Peraturan Gub~mur ini, maka :
a, Peraturan ,Gubemur Sumatera Selatan Nornor : 59IKPTSNf2006' tentang Petunjuk

Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan DinasGubemuriWakil Gubemur Sumatera Salatan;
'>I tJ Kepulusan Gubemur Sumatsra Selatan Nornor : 847/KPTS/vV2008 lentang Petunjuk,

Pelak5Bnaan dan Siandarisasi Peqalanan Dinas serta Perjalanan Plndah bagi PNS dl
lingkungan Pernerintah Provinsi Sumatera Selatan;

c. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2008 tentang
Tunjanqan Kesejahleraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan PerJalanan Dines
?impinan dan Anggota DPRD Provins; Surnatera Salatan;

l'as8122

(2) Pajabal yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perialanan dinas dengan
memprioritaskan perialanan dinas untuk hill - hal yang mempunyai priorilas Unggidan pentlng
serta rnengadakan penghernalan dengan rnengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamonya
pertalanan,

(3) Pejabat yang berwenang dan pejabaVpegawaj yang melakukan peqaJanandines bertBnggung
[swab sepenuhnya alas kerugian yang diderila oleh Negara sebagai akibai 'd~ kesalahan,
kelalal.an ateu Ilealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dangan pe~aJanan dlnas
dimaksud,

(4) Terhadap kesalahan, kelalaian. dan kealpaan sebagaJmana dimaksud pada ayat (3),
dikenakan tindakan berupa luolulan genU rugi, hukuman administratll dan tindakan lal, ,nya. -
sesual dengaflietenluan peraluran perundang - undangan yang barfaku;

,,j/

(1) Ptljabal yang belWenang bertuliggung [awab atas kelertlban pelaksanaan Peraluran Gubemur
in I.

Pasal21

PejabaVPegawai yang metakukan perjalanan dinas wajlb menyampaikan dokumen pertanggung·
jclwaban yailu SPPD yang sudah disetujullditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di tempal
I'Jjuan.

Pasal20
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Diundljngkan di Palombang
Dada \anggal 19 Jonuari 2010

Ditolapkan di Palernbanq
pada tanggol ,19 Januori 2010
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Peraluran Gubemur ini mula. llel1akupmla \allg9~1Oiullclangkan.
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I )[j AT E(' 'If' \ r '£:'1O·~ DAN n:'~()i<I\!

I(ELAS THANSr~():~rAsl
1"0 I 'f,1:l N - ',I (. " ..!> - - I IJt:HJAI.AN)\N PESAWAT

I<APAL LAUT [
KERETA

GOLONGAN DINI\S UDARA API/BUS
-

1 Gubu'lIuI' dun W;Jkll CUbo,"U' A UI~fli:, 1<\)I:o~I I) nJohull1

I ~ Esolon I dan Plmplnun DPRD H Bisnis Kulas I B Eksekutlr..,
L .

3 Eselon II dan Anggola DPHD C Ekonoonl Kola~ I B Eksekutll

-----------,--, -
~ Esolon IIII GOlonguli IV 0 Ekonomi Kolos II A EKsekullr

i

5 Eselon IV I Golongun III E EI-onorni Kclas II A Eksekutlf

..
'c.~,

Eksekutir6 PNS Golongall II dan Golol10:11\I F Ekonoml Kelas II A

:.
FASILITAS TRANSPORT

1..llIlplloJlI III'Q(",IUlllfl (.:jullo'"lU ~Ull1lltuhl :)tJldhlll
Nomur . :! 'l'lUrul~ :~l)'IO
Taoguul: 1~ JIINUJ\J(l 2010

/

_.:s&tfif9£* ct, to '-TAa? r=n~te .._ ..._. __
/

 



~l RUTE 1-;:' PESAWAT UDARA BUS (PP) KERETA API (PP)EKO:NQMIJ: BISNIS- = _.
OAlt,M ~HOVINSI --_._----. - _ .. . -_._ .. ~.-.

1 Puloml>ono' Ol/lndurJlayu :JO.OOO,OO .._ - -_.
2 Pnlombang , OK! 1 !<nyuagung , · 40.00(1;00 ·
3 PaIemb3ng , OKU , Baturojo , , 160.000,00 250.000,00

4 P~I\)nlbiJna..OI<.U SuttiLOn / MI,.!4U'adua , , 220.000,00 ,

5 Palomt>.ng , OKU TIII\ur 1Morlllpura , , 210.000,00 2tjO.OOO,OO

6 Polombong , Banyu.s;" 1Pangkolan Balol , , 40.000,00 ,

7 PQlomoong' Musl OQnyullsin1S"kayu , · 150.000,00 ,

8 Palembang' Musi Row•• ' Lubukllngg'u , , 240.000,00 250.000,00

9 PalorTtoang.o Kottl. Pn~bumutlh , , 00.000,00 -
10 Polemoong • Mu.ra Enlm , , 110.000,00 250.000,00

11 Palembang • !.ahal , · 200.000,00 250.000,00

12 polembang· Kola Pogor AAlm - , 280.000,00 V ·
13 Polombong • Tobing Tinggi . , 280,000,00 ../ 250.000,00

LUAR PROVINSI
1 Polombang , NAO 1Band. Allull G.31O.600,OO 9.261.000,00 , ,

2 Polombo"ll ' Sumut IlAodan 5.688 200.00 9045.400,00 · ·-- ----_ ...,-- -_.
_..:!.... 1~~\()tlllJ;dl~·~.'!,,~.::·.~~~L_._.______.. j;'Uu'1.C.W.~~J 7.100.:\);',00 , ---_ .._-._ .,. ............._.__ ..- ._ .._--.,._. _,_,.-.- ._- .....
4 Polombanu • R~u I Pulwllb~rv ,.8'12,000,00 7.:.!37.BOO,()() , ,

5 Palombong • K.poIauan Riou , T""lung Ponung ~.901 600.00 7,185,000,00 · ,

6 Palombang • Jamb< 4.004.000,00 7.198.200.00 , ,

7 Pllombang· Bengkulu 4.Uij4000,00 7.190,200,00 · ,

8 PUIOtI1ban,w .. Lun1pUf10 18ill'dor lompung 4804.000,00 7.190.200,00 , ,

9 Polombang • B.oglw 2.052.000:00 3.171.UOO,00 , ,

10 Palombang , J....... S."'I 1Bandung 2.452.000,00 3.571.000,00 800.000,00 ,

11 Pulombang • Jam Tlmur 1Suraboyo 4.463.600,00 7.297.200,00 1.370.000,00 ·
12 Palomoong· OK!1Jakorta 2.052.000,00 3.171.800,00 600.000,00 ,

13 Palembang , Jawa T.ngah 1S""'arong 3.n3800.00 6.083.600,00 950.000.00 ,

14 Palembang , Yogyakurta 3,844.000.00 6.083.600,00 1.100.000,00 ,

15 Palemoong • 80ti I O_ ....r 4.688 200,00 7.367.600,00 1.800.000,00 ,

16 Polombong , Kaltim 1Sam.rindo 1B.o~p.p:ln 5.516.600.00 8.en,2OO,00 , ,

17 Polombang.. K:>lbar, Po..ti.n~k 4.4~7.000.00 6.610.600.00 , ·
10 Palombang , KalwlIg , P.I.ngk"oy. 4,751,000,00 6.071.800,00 , ,

19 Polembang .. f(alsollSanjnrmasin 4,830.800.00 7.178.400,00 · ,

20 P.lembong , SuM'Men.do 7.311.000,00 12.010.200.00 · ,

21 Palombong , Goront:llo 7.311,000,00 12.010,200.00 · ,

22 Palombang • Suijeng I Palu 7.311.000.00 12.010.200,00 , ,

23 Palemb3ng , S.toWllsi TOOWGf1l,Kon,jari 7.311,000.00 12,010.200.00 · ,

2·' Polembang • $ulse11Mokasar, Ujung Pondang 5.727.800.00 0.20 1.600,00 , ·
25 Palembang - NTI 1KUf)Ong 5.727.800,00 9.201.600,00 , ,

26 Palombang , NTB IM.t:lran1 5.727.600,00 9.201.600,00 · ,

27 Palombang - Maluku I Ambon 7.311.000.00 12.010.200,00 , ,

28 Palembang ..Papua I "'1e,auke' Timik~ 9.351,~oo,oo , 4.044.000.00 · ,

29 Palembang - Irian Joy. Timur IJayapur. 9.886.000.00 14.602.800.00 , ,

30 Palembang .. Batam 4.881.600,00 6.885.800,00 , ,

31 Pa!embang , Solo 3.936.400,00 6.083.600,00 , ,

32 Polemoong : Biak 9.457.000,00 14.224.400,00 , ,

BIAYA TRANSPORT

._
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...--;"._---,--------------
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NO URA'IAN
BESARNYAUANGTRANSPORT

Gel. IV Gol. III Gol. II Gol. I.

1 TranspoJtDalam Kola Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00 Rp 50.000,00

- ---------- ._-- --~. ._-_. _ ..

TRANSPORT DALAM KOTA

lnmpirl'ln IV Peraturan Gubetnur SUmDtcuaSufatan
Non\()( : 2 'l'AHUl'l 2010
TOl1Uuui: 19 JItNUAllI 2010
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